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PUTUSAN
Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Mtp
b &
Pl [
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Cerai Gugat antara:

Rusnida Murni binti Masrani, NIK 6303056611950003, tempat tanggal
lahir Martapura, 26 November 1995, umur 28 tahun,
agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan
Karyawati toko, bertempat tinggal di Jalan Sekumpul
Gang Ridho RT. 16 RW. 05 Nomor 13 Kelurahan Tanjung
Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Supiannoor bin Jayamadi, NIK 6303051304940003,
tempat tanggal lahir Martapura, 13 April 1994, umur 30
tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, pekerjaan Karyawan toko, bertempat tinggal di Jalan
Pintu Air Gang Patma Raga RT. 09 RW. 03 Kelurahan
Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten

Banjar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor
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307/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 22 April 2024 pada pokoknya mengajukan

dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten
Banjar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0487/019/V111/2019 tertanggal 14 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat kadang
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang sama-sama beralamat di
Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
selama kurang lebih 1 bulan, dan terakhir kumpul di rumah orang tua
Tergugat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
satu rumah namun belum pernah kumpul sebagaimana layaknya suami
isteri (gobla dukhul);

4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat memang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan
dalam bentuk saling diam;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara
lain :

5.1. Pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh tetangga
Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak begitu mengenal sifat satu
sama lain sebelumnya, sehingga sulit untuk menumbuhkan rasa
kasih sayang dalam rumah tangga;

5.2. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat, Tergugat sering
bersikap acuh kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada bulan September 2019, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke
rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas,
semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
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tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan
selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan;

7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin
dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat
serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai
pengganti nafkah;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat
keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada
kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu
Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan
Tergugat dan mohon diceraikan saja;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Martapura cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Supiannoor
bin Jayamadi) terhadap Penggugat (Rusnida Murni binti Masrani);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);
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Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor
307/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang disampaikan pada tanggal 23 April 2024,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya
itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan,
maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengurungkan
niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya
dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Republik Inonesia atas nama
Penggugat (Rusnida Murni), NIK 6303056611950003, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banjar tertanggal 29 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor
0487/019/VI111/2019 tertanggal 14 Agustus 2019. Bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2;

B. Saksi:
1. H. Suriani bin Masruni, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah ketua RT tempat Penggugat tinggal, keduanya adalah suami
isteri sah yang menikah pada tahun 2019;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal
pernikahan sudah tidak ada keharmonisan karena keduanya hanya
berkumpul selama kurang dari sebulan, setelah itu keduanya berpisah
tempat tinggal, saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar, menurut keterangan Penggugat selama tinggal
bersama, Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri
dengan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama sekitar 4 tahun lebih, terhitung sejak orang tua Tergugat
menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, dan selama
berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah lagi
terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya
suami isteri;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat sudah tidak
tahan dengan keadaan rumah tangganya;

2. Hairani bin Zahrani, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah ketua RT tempat Penggugat tinggal, keduanya adalah suami
isteri sah yang menikah pada tahun 2019;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal
pernikahan sudah tidak ada keharmonisan karena keduanya hanya
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berkumpul selama kurang dari sebulan, setelah itu keduanya berpisah
tempat tinggal, saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar, menurut keterangan Penggugat selama tinggal
bersama, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat melakukan
hubungan suami isteri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama sekitar 4 tahun lebih, terhitung sejak orang tua Tergugat
menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, dan selama
berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah lagi
terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya
suami isteri;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat sudah tidak
tahan dengan keadaan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu
apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan
gugatannya, kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan di atas;
Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di
persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan
yang sah;

Mediasi dan Upaya Perdamaian
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Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir di
persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat
kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut
tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih
dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti
surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat
terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah
secara hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan perkara gugatan perceraian terhadap Tergugat;
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Cerai Gugat
dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Banjar yang merupakan
wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini;

Pemeriksaan Perkara dengan Verstek

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Hal. 7 dari 14 Put. 307/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis
Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya serta tidak ada keinginan
untuk mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus
dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil yang diajukan
oleh Penggugat secara keseluruhan, sehingga dengan demikian perkara ini
tetap dapat diperiksa dan diputus dengan dengan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus
dengan verstek dan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan
benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk
dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral
dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran
materiil, sehingga Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan
perceraian yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum
sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-
dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii dalam gugatan pada
pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat
dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan
dalam surat gugatan Penggugat, yang pada akhirnya berakibat Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya
suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan
dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pembuktian
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas
nama Penggugat (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, yang telah memenuhi
maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat tersebut telah
memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 pada pokoknya telah
menerangkan tentang kebenaran identitas Penggugat yang berdomisili di
Kabupaten Banjar, dan dalam bukti surat P.2 telah diterangkan Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal
14 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, dengan demikian kedua bukti
surat tersebut juga memenuhi syarat materiil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
merupakan bukti surat yang autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 301
Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karena itu bukti surat tersebut telah
memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan
demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat
adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2
(dua) orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, dan keduanya memberikan
keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah
memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah
memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan telah
memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah
menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat, dan keterangan tersebut
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berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan

relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud

Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari
keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti bukti surat dan
keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 14 Agustus 2019, namun terhitung sejak awal
pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
keharmonisan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan
tidak pernah kumpul lagi selama 4 tahun lebih, dan selama berpisah tempat
tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir
maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa kepada Penggugat telah diupayakan penasihatan agar bersedia
mempertahan rumah tangganya, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu

Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan

memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah

tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat
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agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan
Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraiannya, sehingga dengan
demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan
Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan
untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak
menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak
datang menghadap di persidangan, bahkan fakta lain membuktikan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
rumah tangga yang diindikasikan dengan keduanya telah berpisah tempat
tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama dan selama berpisah tempat
tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi, tidak saling
memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban
masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat
menafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka
Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan
Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-
menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai
dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum
ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya
(mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;
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Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh
pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak
satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya
tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru
sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut
relevan dengan dalil-dalil Syar’i sebagai berikut:

- Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 307:

anunf;
Artinya : “Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk
memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu
menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka
sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri®;

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,
Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

oV g 4,0
Artinya : “Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula)
saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)*;
- Kaidah Fighiyyah yang berbunyi:
dllawll > e padio awlaall s,
Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada
mengambil kemashlahatan”;

- Pendapat seorang Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar

Juz 3 Halaman 55:

aiadl ailis] o anne sl slss ol jimia jimi Olo
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Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib, maka
perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun
Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan tersebut
telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek
sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum
Syari’at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Supiannoor bin
Jayamadi) terhadap Penggugat (Rusnida Murni binti Masrani);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi
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bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh Kami Muhammad
Radhia Wardana, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia
Murdiah, S.H., M.Sy. dan Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan H. Husnan Taparrod, S.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., Muhammad Radhia Wardana, S.H.l., M.H.
M.Sy.
Hakim Anggota,

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.
Panitera Pengganti,

H. Husnan Taparrod, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. ATK Perkara :Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi :Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp_10.000.00
Jumlah Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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